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Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. PP Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk
menyederhanakan proses perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta
memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Namun, peraturan baru tersebut memerlukan
suatu inovasi untuk memudahkan mempelajari perhitungan serta sistem perpajakan PPh Pasal 21
yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran yang aplikatif dapat dilakukan
dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang sesuai PP No. 58 Tahun 2023 sehingga mahasiswa
dapat dengan mudah memahami bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Pendidik di Jurusan Akuntansi UT sampai saat ini masih belum
menggunakan software yang dapat digunakan untuk melakukan pengajaran dibidang perpajakan
secara aplikatif. Oleh karena itu diperlukan inovasi media pembelajaran terkait matakuliah
perpajakan dan praktikum perpajakan dengan merancang suatu software yang mengadopsi PP No
58 Tahun 2023.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya media pembelajaran yang
mengakomodir pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP
No 58 Tahun 2023, selain itu belum adanya media pembelajaran tentang sistem perhitungan PPh
Pasal21 yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka.
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang mengakomodir
pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun
2023, media pembelajaran perpajakan yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak
jauh.

Metode penelitian ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam penelitian ini
adalah studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan pada
mahasiswa S1 Akuntansi FEB, Universitas Terbuka. Tahapan kedua dan ketiga adalah
perencanaan dan pengembangan produk awal, dengan merancang prototype untuk desain
perancangan software sehingga tercipta software Smart-Tax dan siap dilakukan uji coba. Tahapan
keempat dan kelima adalah proses uji coba dan evaluasi sehingga menghasilkan produk akhir yang
siap digunakan.



Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan beragam kemudahan dalam
kehidupan sehari-hari. Pada sektor pajak, dapat terlihat dari sistem pelaporan pajak yang saat ini
berbasis online melalui djponline.pajak.go.id. Segala kewajiban perpajakan telah menggunakan
software e-spt untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya (pajak.go.id).
Pengesahan Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib
pajak orang pribadi yang mengubah sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh
individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dengan disahkannya PP Nomor 58
Tahun 2023, terdapat perubahan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. PP Nomor 58 Tahun
2023 bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan
kewajiban perpajakan, serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Namun, peraturan
baru tersebut memerlukan suatu inovasi untuk memudahkan mempelajari perhitungan serta sistem
perpajakan PPh Pasal 21 yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh pada matakuliah perpajakan, khususnya pada materi PPh Pasal 21,
membutuhkan inovasi media pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran. Media
pembelajaran yang aplikatif dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang
sesuai PP No. 58 Tahun 2023 sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami bagaimana
proses perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidik di Jurusan
Akuntansi UT sampai saat ini masih belum menggunakan software yang dapat digunakan untuk
melakukan pengajaran dibidang perpajakan secara aplikatif. Oleh karena itu diperlukan inovasi
media pembelajaran terkait matakuliah perpajakan dan praktikum perpajakan dengan merancang
suatu software yang mengadopsi PP No 58 Tahun 2023. Software tersebut bertujuan untuk
membantu pembelajaran, sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami mekanisme

pelaporan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

Rumusan Masalah
Perlunya media pembelajaran untuk menghitung PPh 21 sesuai dengan PP Nomor 58
Tahun 2023 dapat dirumuskan melalui beberapa poin penting yang mencerminkan tantangan dan

kebutuhan dalam proses pembelajaran perpajakan di Indonesia. Rumusan masalah dalam



penelitian ini adalah belum adanya media pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran PPh
Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun 2023, selain itu belum
adanya media pembelajaran tentang sistem perhitungan PPh Pasal21 yang efektif serta mampu
mendukung pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang mengakomodir
pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun
2023, media pembelajaran perpajakan yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak

jauh di Universitas Terbuka.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008
menyebutkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan menurut Radianto
dalam (Aisyah, 2019).

Karyadi et al (2021), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu
orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Peserta kegiatan yang
menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu
kegiatan Penghasilan Pegawai Tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah Penghasilan
yang diterima atau diperolen Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat
teratur maupun tidak teratur (Helmi & Anniswati, 2019). Pegawai tetap adalah pegawai
yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak
untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh
dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik



pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu:
1) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan

2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap
adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan.
Penghasilan tersebut meliputi: seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur
lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya; bonus, tunjangan
hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya
tidak teratur; imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi
kerja; pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada
badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan
sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan pembayaran premi asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi
beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat
perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai
berikut.



Perubahan Penyesuaian
Skema Penghitungan Pengaturan

Perubahan seluruh skema peng-
hitungan PPh 21 yang dipotong untuk
pegawai tetap (untuk masa pajak selain
masa pajak terakhir) dan pegawai tidak
tetap;

Memperluas lingkup penghitungan
FPPh Pasal 21 untuk "peserta program
pensiun yang masih berstatus pegawai
yang menarik dana pensiun” dar
hanya Dana Pensiun menjadi berlaku
juga untuk lingkup BPJSTE, ASABRI,
TASPEN;

Pengurangan zakat atau sumbangan
keagamaan yang bersifat wajib yang
sifatnya dibayar melalui pemberi kerja
dalam Penghasilan Brute PPh Pasal 21;

Menambah pengecualian peng-hasilan
yang dipotong PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah;

Penggabungan seluruh penghasilan
Pegawai Tetap dalam 1 (satu) bulan;

Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura
dan/atau kenikmatan.

Penghitungan DPP pemotongan PPh
Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan
pegawai, tidak lagi dibedakan apakah
bersifat berkesinambungan atau tidak,
tidak dikumulatif dengan penghasilan
masa-masa sebelumnya.

Mempertegas pemben kerja yang tidak
wajib melakukan pemotongan;

Menggabungkan PMEK biaya jabatan/
biaya pensiun dan PMEK Pengurang
Fenghasilan Harian;

Menambahkan pengecualian peng-
hasilan yang dipotong PPh Pasal 21
berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU FPh:

Bantuan, Sumbangan, dan Hibah;

Menyesuaikan pengurang penghasilan
bruto Bukan Pegawai dengan konsep
dalam PMK-141/2015;

Menaikan bunyi Dasar Pengenaan Pajak
PPh 21 Dokter dalam PER-16/PJ/2016
ke dalam lampiram PME (Petunjuk
Urmiurm);

Menegaskan hak penerima penghasilan
untuk menerima bukti pemotongan
dan tidak ada kewajiban pembuatan
bukti pemctongan jika tidak ada
penghasilan yang dibayarkan;

Lebih bayar karena pembetulan beleh
dikompensasi ke masa pembetulan
(bidak harus ke masa yang berurutan)

PMS harus membusat surat pernyataan
2 (dua) pemben kerja.

Gambar 1. menunjukkan perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap
menurut PP No 58 Tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan perhitungan dengan
tarif baru, yaitu tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. TER terdiri atas
dua kategori sebagai berikut.

Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status
perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

Tarif Efektif Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan
bruto harian

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan

opsional)



Smart-tax21
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2023 dengan Metode TER

Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan, yaitu 1) tarif umum Pasal 17
ayat (1) A UU PPh, 2) tarif efektif pemotongan (TER) Pasal 21. Tarif umum pasal 17 ayat (1) bisa
dilihat di tabel 1.

Tarif TER

Tarif efektif rata-rata (TER) dalam PP No 58 Tahun 2023 merupakan mekanisme penyederhanaan
pemotongan PPh Pasal 21. Tarif TER mengacu pada penghasilan bruto dan terdiri dari dua
kategori, tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan
berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah
tanggungan wajib pajak. PPh untuk bulan terakhir tetap dihitung dengan tarif progresif melalui
penyetahunan.
Kelebihan penerapan tarif TER ini adalah lebih sederhana secara administrasi, mengurangi
kompleksitas perhitungan, dan memudahkan pelaporan bulanan (selain masa pajak terakhir).
TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

Tabel 2. Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000 5%
Rp60.000.000 — Rp250.000.000 15%
Rp250.000.000 — Rp500.000.000 25%
Rp500.000.000 — Rp5.000.000.000 30%
Diatas Rp5.000.000.000 35%

TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C. Dasar dari
pembagian kategori ini adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan
dan jumlah tanggungan wajib pajak. Beriku penjelasan status, PTKP, serta tarif dari masing-
masing kategori.

1) TER Bulanan Kategori A

Tabel 3. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori A

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP Penghasilan Tidak Kena
Pajak (Rp)
Tidak kawin tanpa tanggungan TK/0 54.000.000
Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 | TKI/1 58.500.000
orang
Kawin tanpa tanggungan K/0 58.500.000




Tabel 4. TER Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan Tarif
sampai dengan 5.400.000 0% 30.050.000 — 32.400.000 13%
5.400.000 — 5.650.000 0,25% 32.400.000 — 35.400.000 14%
5.650.000 — 5.950.000 0,50% 35.400.000 — 39.100.000 15%
5.950.000 — 6.300.000 0,75% 39.100.000 — 43.850.000 16%
6.300.000 — 6.750.000 1% 43.850.000 — 47.800.000 17%
6.750.000 — 7.500.000 1,25% 47.800.000 — 51.400.000 18%
7.500.000 — 8.550.000 1,50% 51.400.000 — 56.300.000 19%
8.550.000 — 9.650.000 1,75% 56.300.000 — 62.200.000 20%
9.650.000 — 10.050.000 2% 62.200.000 — 68.600.000 21%
10.050.000 — 10.350.000 2,25% 68.600.000 — 77.500.000 22%
10.350.000 — 10.700.000 2,50% 77.500.000 — 89.000.000 23%
10.700.000 — 11.050.000 3% 89.000.000 — 103.000.000 24%
11.050.000 — 11.600.000 3,50% 103.000.000 — 125.000.000 25%
11.600.000 — 12.500.000 4% 125.000.000 — 157.000.000 26%
12.500.000 — 13.750.000 5% 157.000.000 — 206.000.000 2%
13.750.000 — 15.100.000 6% 206.000.000 — 337.000.000 28%
15.100.000 — 16.950.000 7% 337.000.000 — 454.000.000 29%
16.950.000 — 19.750.000 8% 454.000.000 — 550.000.000 30%
19.750.000 — 24.150.000 9% 550.000.000 — 695.000.000 31%
24.150.000 — 26.450.000 10% 695.000.000 — 910.000.000 32%
26.450.000 — 28.000.000 11% 910.000.000 — 1.400.000.000 33%
28.000.000 — 30.050.000 12% Diatas 1.400.000.000 34%

2) TER Bulanan Kategori B

Tabel 5. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori B

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP Penghasilan Tidak Kena

Pajak (Rp)

Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 | TK/2 63.000.000

orang

Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 | TK/3 67.500.000

orang

Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang K/1 63.000.000

Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang K/2 67.500.000

Tabel 6. TER Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan Tarif
sampai dengan 6.200.000 0% 37.100.000 — 41.100.000 15%
6.200.000 — 6.500.000 0,25% 41.100.000 — 45.800.000 16%
6.500.000 — 6.850.000 0,50% 45.800.000 — 49.500.000 17%
6.850.000 — 7.300.000 0,75% 49.500.000 — 53.800.000 18%
7.300.000 — 9.200.000 1% 53.800.000 — 58.500.000 19%
9.200.000 — 10.750.000 1,50% 58.500.000 — 64.000.000 20%




10.750.000 — 11.250.000 2% 64.0 00.000 — 71.000.000 21%
11.250.000 — 11.600.000 2,50% 71.000.000 — 80.000.000 22%
11.600.000 — 12.600.000 3% 80.000.000 — 93.000.000 23%
12.600.000 — 13.600.000 4% 93.000.000 — 109.000.000 24%
13.600.000 — 14.950.000 5% 109.000.000 — 129.000.000 25%
14.950.000 — 16.400.000 6% 129.000.000 — 163.000.000 26%
16.400.000 — 18.450.000 7% 163.000.000 — 211.000.000 27%
18.450.000 — 21.850.000 8% 211.000.000 — 374.000.000 28%
21.850.000 — 26.000.000 9% 374.000.000 — 459.000.000 29%
26.000.000 — 27.700.000 10% 459.000.000 — 555.000.000 30%
27.700.000 — 29.350.000 11% 555.000.000 — 704.000.000 31%
29.350.000 — 31.450.000 12% 704.000.000 — 957.000.000 32%
31.450.000 — 33.950.000 13% 957.000.000 — 1.405.000.000 33%
33.950.000 — 37.100.000 14% di atas 1.405.000.000 34%

3) TER Bulanan Kategori C

Tabel 7. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori C

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP Penghasilan Tidak Kena
Pajak (Rp)
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang K/3 72.000.000
Tabel 8. TER Bulanan Kategori C
Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Penghasilan Bruto Bulanan Tarif
sampai dengan 6.600.000 0% 38.900.000 — 43.000.000 15%
6.600.000 — 6.950.000 0,25% 43.000.000 — 47.400.000 16%
6.950.000 — 7.350.000 0,50% 47.400.000 — 51.200.000 17%
7.350.000 — 7.800.000 0,75% 51.200.000 — 55.800.000 18%
7.800.000 — 8.850.000 1% 55.800.000 — 60.400.000 19%
8.850.000 — 9.800.000 1,25% 60.400.000 — 66.700.000 20%
9.800.000 — 10.950.000 1,50% 66.700.000 — 74.500.000 21%
10.950.000 — 11.200.000 1,75% 74.500.000 — 83.200.000 22%
11.200.000 — 12.050.000 2% 83.200.000 — 95.000.000 23%
12.050.000 — 12.950.000 3% 95.600.000 — 110.000.000 24%
12.950.000 — 14.150.000 4% 110.000.000 — 134.000.000 25%
14.150.000 — 15.550.000 5% 134.000.000 — 169.000.000 26%
15.550.000 — 17.050.000 6% 169.000.000 — 221.000.000 27%
17.050.000 — 19.500.000 7% 221.000.000 — 390.000.000 28%
19.500.000 — 22.700.000 8% 390.000.000 — 463.000.000 39%
22.700.000 — 26.600.000 9% 463.000.000 — 561.000.000 30%
26.600.000 — 28.100.000 10% 561.000.000 — 709.000.000 31%
28.100.000 — 30.100.000 11% 709.000.000 — 965.000.000 32%
30.100.000 — 32.600.000 12% 965.000.000 — 1.419.000.000 33%
32.600.000 — 35.400.000 13% di atas 1.419.000.000 34%
35.400.000 — 38.900.000 14%




Tarif TER ===y  Penghasilan Bruto per Bulan

TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan selain masa pajak terakhir (Jan—
Nov)

Masa Pajak Terakhir dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh

Dalam pelaporan SPT Tahunan (baik perusahaan maupun pegawai) yang dipakai masa
pajak terakhir (Bukti Potong Formulir 1721 A1/A2)

Komponen Penghasilan Bruto

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah
menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan
tersebut meliputi:

+ seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur
(overtime) dan penghasilan sejenisnya;

bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang
sifatnya tidak teratur;

imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;

pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi Kkerja;
pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan
sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan

pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
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Bagi Pegawai Tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan
bruto, yaitu:
+ Biaya Jabatan: 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000,00 setahun atau maksimal
Rp500.000,00 sebulan.
«+ iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai
melalui pemberi kerja kepada:
1) dana pensiun yang pendiriadnnya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin
dari Otoritas Jasa Keuangan;
2) badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
3) badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



+ zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di

Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil
zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP

Wajib Pajak uang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tarif PPh Pasal 21 lebih
tinggi 20% dibanding tarif wajib pajak yang memiliki NPWP.

Bukti Potong Bagi Pegawai Tetap

Berikut ini adalah bukti potong PPh Pasal 21 yang terkait dengan pegawai tetap:

a.

Formulir 1721-Al

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ PER-14/PJ/2013, Formulir 1721-A1 diperuntukkan bagi
pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala.
Formulir 1721-A2

Formulir 1721-A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia
(POLRI)/pejabat negara/pensiunannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ PER-14/PJ/2013.
Formulir 1721-A3

Sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ PER-5/PJ/2024, Formulir 1721-A3 merupakan bukti potong
PPh Pasal 21 bulanan dengan tarif TER. Formulir ini ditujukan bagi pegawai tetap dan pensiun
secara berkala, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)/pejabat negara/pensiunannya.

Formulir 1721-B1

Formulir 1721-B1 adalah bukti potong PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah sesuai dengan
Perdirjen Pajak PER-5/PJ/2024. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas
penghasilan selain dari hubungan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap
dan penerima pensiunan berkala, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)/pejabat negara/pensiunannya.
Formulir 1721-VIII

Sesuai PER-5/PJ/2024, Formulir 1721-VI11 ditujukan bagi pegawai tetap dan pensiun secara
berkala menerima penghasilan. Tujuan penambahan formulir ini adalah untuk mengakomodasi

pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif TER.






Contoh Formulir 1721-A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN YANG
MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK nomor: wor NN

OmCOm

FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

Ho2 01-12/2024

6 JENISKELAMIN - 5 o5[X] LAKILAKI o | PEREMPUAN

NPWP

PEMOTONG : poz NN

NITKU

PEMOTONG = s NN

NAMA

PEMOTONG - ho
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN
1 NPWP . 7 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 NITKU - I K 1 _aor  TK aos  HB/ A09
4 NAMA - oo 9 KARYAWAN ASING a1 [Jva
% ALAMAT A I 10 KODE NEGARA DOMISILI: 4 1

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 D 21-100-02
PENGHASILAN BRUTO
1 |GAJI ATAU UANG PENSIUNAN BERKALA 172.839.946
2 | TUNJANGAN PPh 54.165.750
3 | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA 0
4 |HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 0
5 | PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA 10.926.000
6 | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 0
7 | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR 176.982.030
8 |JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 SD.7) 414 913 726
PENGURANGAN i
9 | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN 6.000.000
10 | IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA 4.000.000
11 | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0
12 | JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11) 10.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
13 | JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-12) 404.913.726
14 | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA 0
15 | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 404.913.726
16 | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 63.000.000
17 | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15-16) 341.913.000
18 | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 54.478.250
19 | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA 50.425.066
20 | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA 0
21 | PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20) 4.053.184
22 | PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR I
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0
23 | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 4.053.184
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 4.053.184
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0

C. IDENTITAS PENANDA TANGAN

1. NPWPINIK - ¢ o, 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
c.03

2. NAMA co2
T 31/12/2024







Contoh Formulir 1721-A2

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 1721-A2

KEMENTERIAN KEUANGAN R. nomor : o1 [N

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

H.02 SPT Pembetulan Ke- H03 DPembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

‘mm-mm]
nos [0 1]-
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

YYYy.
hos [2]o]2]4]

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

D.2
D3
D4
D.5
D.6
D.7

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

£l NEWE : A6 NamaJABATAN -
A2 NITKU - A7 JENIS KELAMIN Lakiiakl [ ] PEREMPUAN
A3 NIPINRP - I wd ik .
A4 NAMA - ’
B PANGIATT : A9 STATUSIJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
GOLONGAN ] K3 TKI HB/
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : [x] 21-100-01 [] 2t-10002
PENGHASILAN BRUTO ]
1| GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA 75.940.800
2 | TUNJANGAN ISTRI 7.594.080
3| TUNJANGAN ANAK 1.406.250
4| TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0
5 | TUNJANGAN STRUKTURAL/IFUNGSIONAL 12.600.000
6 | TUNJANGAN BERAS 2.969.220
7 | TUNJANGAN LAIN-LAIN 775
8 | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI 0
9| JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1SD. 8) 100.511.125
PENGURANGAN
10| BIAYA JABATANBIAYA PENSIUN 5.025.556
11| IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA 5827625
12| ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0
13| JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12) 10.853.181
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14| JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) 89657.944
15| PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEVMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0
16| JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 89.657.944
17| PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 72.000.000
18| PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 17.657.000
19 | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 882.850
20| PP PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI o
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
51| PR PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI 3
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
22| PPh PASAL 21 TERUTANG (19 -20 - 21) 882850
23| PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR A
23a._PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
23b__PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 882.850
24| PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0
24a._PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
24b._PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0
C.PEGAWAITERSEBUT: ¢ 01[_| DIPINDAHKAN coz2[_] pmoanan cos[_Jearu cos[_]pensiun

D.1 NPWP Instansi Pemerintah :

NITKU

Nama Instansi Pemerintah
ID Subunit Organisasi
Tanggal

Nama Penandatangan
Pemyataan Wajib Pajak

(3[1]as [1]2]mm [2]0]2]4]mw

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara

elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.







Contoh Formulir 1721-A3

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PASAL 21 BULANAN

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

1721-A3

NomoR : HO' I

H.02 SPTPembetuIanKe- 0 HO03 DPembamlan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm]

e [f7]n |

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[yyyyl

A.IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1 NPWP ]
A2 NIK s -
A3 Nama —

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

TARIF LEBIH
KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN PAJAK | TINGGI 20% TARIF PR D"’g?"‘s’mp
PAJAK (Rp) (Rp) (TIDAK BER- (%) Pl
NPWP)
BA B2 B3 B4 B5 B6
21-100-01 15.046 954 15046954 | [0 ] 5 152547
B.7 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas -
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
¢4 NPWP Instansi Pemerintah _

C.2  Nama Instansi Pemerintah
C.3  ID Subunit Organisasi

C4 Tanggal

C.5  Nama Penandatangan

C.6 Pernyataan Wajib Pajak

[o[i Ja

[0]6 Jmm

[2]o] 2] 4wy

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya

tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.







Contoh Formulir 1721-B1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 1 721 B1
YANG BERSIFAT FINAL/YANG TIDAK BERSIFAT FINAL -
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : Hot IOUSUNNSSNE 104 [X] Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.02 Pembetulan Ke- L H.03 DPembabalan H.05 D Tidak Final
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN
A2 NIK : -
A3 Nama I
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
TARIF LEBIH
MASAPAJAK | ore oo paia | PUMEARBENGHASILAN | pASAR PENGENAANPAJAK | TINGGI20% | TARIF PPh DIPOTONG/DTP
(mm-yyyy) (Rp) (Rp) (TIDAK BER- (%) (Rp)
NPWP)

BA B2 B3 B4 B5 B.6 B7

06 21-402-01 6.055.900 6055900 | [0 ] 15 908.385
B.8  Nomor Dokumen Referensi Fasilitas : =
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
CA  NPWP Instansi Pemerintah I
2 Nama Instansi Pemerintah ¢ I
C.3  ID Subunit Organisasi . _
C4 Tanggal : dd mm
C5  Nama Penandatangan 00 ]
C.6 Pernyataan Wajib Pajak . Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya

tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah







Contoh Formulir 1721-VII1

O]
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - Vil
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
KEMENTERIAN KEUANGAN R.1L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor : _ Masa Pajak -Tahun Pajak : 06 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

3. NAMA - I

et

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

JUMLAH DASAR PENGENAAN TARC\EBIEY
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% TARIF PPh DIPOTONG
s (%) (Rp)
(Rp) (Rp) NPWP)
(1) ) (3) (4 (5) (6)
21-100-01 117.945.337 117.945.337 I:I 25 29.486.334

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP . I 4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA - |

28/06/2024
3. NAMA

penanDATANGAN ¢ I

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

1. 21-100-01 Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02 Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

Pelaporan SPT Tahunan untuk Pegawai Tetap

Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta bukan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak
pada periode tertentu. Pelaporan SPT Tahunan memerlukan bukti potong dokumen berupa
formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong/pemungut PPh. Bukti
potong untuk pelaporan SPT Tahunan pegawai tetap membutuhkan dokumen Formulir 1721-Al
atau Formulir 1721-A2.



Kredit Pajak Pegawai Tetap
Kredit pajak merupakan pajak yang sudah dipotong/dibayar di muka dan dapat diperhitungkan
(dikreditkan) dengan pajak terutang dalam SPT Tahunan. Untuk pegawai tetap, kredit pajak

berasal dari PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja setiap bulan.

Setiap Bulan Akhir Tahun

e Pemberi kerja memoting PPh  Total potongan selama satu
Pasal 21 dari pegawai tetap tahun tercantum dalam
Formulir 1721-A1/A1

Pegawai tetap e
melaporkan SPT Tahunan Kredit Pajak (PPh Pasal 21
yang telah dipotong)

(Jumlah PPh Pasal 21 , ;
o dibandingkan dengan
terutang setahun dihitung .
Pajak terutang

ulang)

Kondisi yang bisa terjadi antara Kredit Pajak dan Pajak Terutang

Kredit Pajak = Kredit Pajak < Q= 2Kredit Pajak >

Pajak Terutang &A= Pajak Terutang &~ Pajak Terutang



Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Penghasilan Bruto sebulan x TER Bulanan

PPh Pasal 21 pada pajak terakhir

PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun — Biaya Jabatan - luran
Pensiun - Zakat/ Sumbangan Keagamaan Wajib
yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) x Tarif
Pasal 17

PPh Pasal 21 masa pajak terakhir = PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang
telah dipotong selain masa pajak terakhir

€« > C 25 simpajak.unimasoft.id/dashboard aQ 2B O R I
BSmarﬂaer;

. NUR AZIZAH Smart-tax21

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 dengan Metode TER

¥ 0

@ Dashboard

: = ] & & L] =]
B vLatihan 3 Tasit Bann aturan Bulei Porcag [l Pajsk Terhurang (il Skema Perhitungan
Tarit

(O KategoriB  KategoriC

PPh Pasal 21 2 tarif , yaitu 1) tari 117 ayat (1) AUU PPh, 2) tarif

B i parmotangan CTER) Fasal 2L Torl uratsm passh 17 syat (1. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenalan TER Bulanan Kategori A

Tarif efektif rata-rata (TER) dalam PP No 58 Tahun 2023 mer: k PPh Pasal 21.

Tarif TER mengacu bruta dan terdiri d kategori,tarif efektif tarif efektif harian. Tarif e i e L )
efektif ikan Tidak i sesuai status per jumlah

tanggungan wajib pajak. PPh untuk bulan terakhi tetap diitung dengan tarif progresif melalui penyetahunan. Tidak kawin tanpa tanggungan T*o 54.000:000

Kelebihan penerapan tarif TER ini adalah lebih sederhana sec i i dan

Tidak kawin dengan 1 tanggungan THL 58,500,000
memudahkan pelaporan bulanan (selain masa pajak terakhir)
Kawin tanpa tang, o 58,500,000
TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori &, Katzgori B, dan Kategori C " ienpa tangsangan "
Tarif Umum Pasal 17 Ayat 1) A UU PPH TER Bulanan Kategori A
SSeSSmEas RS R m
penghasilan Bruto Bulanan Tarit
Sampai dengan Rp60.000.000 5%
sampal dengan 5.400.000 0%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000 15%
5.400.000 - 5.650.000
Rp250.000.000 - RpS00.000.000 25%
5.650.000 - 5.950.000
Rp500.000.000 - RpS.000.000.000 30%
5.950.000 - 6.300.000 BT50%:
Di atas Rp5.000.000.000 35%
6.300.000 - 6.750.000 e




Daftar Gaji

Kembali PTKP Gaji Masa Pajak Masa Pajak Akhir

Peringatan Kesalahan

silan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ups! Ada kesalahan input.

+ Kategori PTKP tidak sesuai dengan kategori yang dipilih.

Apakah Anda Pernah Bekerja Sebelumnya? *

Ya ®Tidak

Status PTKP * Kategori Pemotongan PPh Pasal 21 *
K/0 v Kategori B v

Besaran PTKP (Rp) * Besaran Zakat (Rp) setiap bulan Besaran luran Pensiun (Rp) setiap bulan
58.500.000 200.000 250.000

Kembali PTKP Gap Masa Pajak Masa Pajak Akhir

idak Kena Pajak (PTKP)

Ups! Ada kesalahan input.

« Nominal PTKP tidak sesuai dengan kategori yang dipilih.

Apakah Anda Pernah Bekerja Sebelumnya? *

Ya ®Tidak

Status PTKP * Kategori Pemotongan PPh Pasal 21 *
K/0 v Kategori A v

Besaran PTKP (Rp) * Besaran Zakat (Rp) setiap bulan Besaran luran Pensiun (Rp) setiap bulan
54.000.000 200.000 250.000
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